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SALINAN

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Apn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Tojo Una-una, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November
2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan
register perkara Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Apn tanggal 01 November 2022
telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1988, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang dulunya masih Kabupaten
Poso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX,
tertanggal 23 Desember 1988;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan di Kabupaten Tojo
Una-una, kemudian pindah di rumah milik bersama selama kurang lebih 10
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tahun di Kabupaten Tojo Una-una, dan terakhir tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kabupaten Tojo Una-
una sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 5 orang anak yang masing-

masing bernama:

a. ANAK | PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia (perempuan)
33 tahun sudah menikah;

b. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki lkai) usia 31
tahun sudah menikah;

c. ANAK Il PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan)
usia 28 tahun sudah menikah;

d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan)
usia 22 tahun sudah menikah;

e. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki laki) usia 20

tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 1991 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
a. Tergugat pernah memukul Penggugat;
b. Pada tahun 1991 Tergugat telah menjalin hubungan
dengan wanita lain yang WIL | bahkan sampai menikah, akan tetapi
rumah tangganya hanya bertahan dalam waktu 3 bulan, setelah itu
Tergugat kembali lagi dengan Penggugat;
C. Pada tahun 2008 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain
yang bernama WIL Il dan hidup bersama sampai sekarang;
4, Bahwa puncaknya pada Agustus 2008 terjadi pertengkaran
masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan kembali ke rumah saudara Tergugat di Kabupaten
Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
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perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraiaan
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
256/Pdt.G/2022/PA.Apn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat
untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat

didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Sur
at:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXX,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 3
September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan
paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,
Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor
Urusan Agama yang dulunya masih Kabupaten Poso, tanggal 23
Desember 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan

paraf Hakim;
B.
Saksi

1.

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-
Una, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Adik Ipar Penggugat;
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Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1988;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan di Kabupaten Tojo
Una-una, kemudian pindah di rumah milik bersama selama kurang
lebih 10 (sepuluh) tahun di Kabupaten Tojo Una-una, dan terakhir
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1
(satu) tahun di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisabh;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai
5 (lima) orang anak;

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan pada tahun 1991 Tergugat telah menjalin hubungan
dengan wanita lain yang WIL | bahkan sampai menikah namun rumah
tangganya hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah itu
Tergugat kembali dengan Penggugat, terakhir pada tahun 2008
Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL Il dan
hidup bersama sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Agustus 2008 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;
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Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat
dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan
kembali;
2. SAKSI Il, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,
saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Keponakan Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah;
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tojo Una-una
sampai berpisah;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi karena
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal karena pada tahun 1991 Tergugat telah menjalin
hubungan dengan wanita lain yang WIL | bahkan sampai menikah
namun rumah tangganya hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) bulan,
setelah itu Tergugat kembali dengan Penggugat, terakhir pada tahun
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2008 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL I

dan hidup bersama sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Agustus 2008 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat

dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, oleh karena itu gugatan Penggugat telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, sehingga gugatan a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan
Agama Ampana untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/lkuasanya meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan
hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali
dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan
maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam
sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan penjelasannya
di persidangan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat mohon agar
dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan
karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan
karena Tergugat pernah memukul Penggugat, pada tahun 1991 Tergugat telah
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menjalin hubungan dengan wanita lain yang WIL | bahkan sampai menikah
namun rumah tangganya hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah
itu Tergugat kembali dengan Penggugat, terakhir pada tahun 2008 Tergugat
menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL Il dan hidup bersama
sampai sekarang, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2008 yang akibatnya
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah
berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Oleh
karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat
tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat
telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah
mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini
adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar
hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di
persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat merupakan fotokopi akta otentik, sengaja dibuat sebagai
alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya
sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil
isinya menyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo
Una-Una, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu
alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil
serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai
Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah
Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai
cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai
alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah
memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan
sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian
terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak
yang tepat dalam perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh
Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa
sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan
keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan
ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan
ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan
dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan
Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena pada tahun 1991 Tergugat
hubungan dengan wanita lain yang WIL | bahkan sampai menikah namun
rumah tangganya hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah itu
Tergugat kembali dengan Penggugat, terakhir pada tahun 2008 Tergugat
menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL Il dan hidup bersama
sampai sekarang sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 dimana telah menyebabkan rapuhnya
hubungan Penggugat dan Tergugat karena upaya damai yang telah ditempuh
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi
Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri,
keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal
kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat
materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;
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Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil
dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi
Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan
terutama dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta
yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 23 Desember 1988 dan telah dikaruniai 5 (lima)
orang anak;

b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan pada tahun 1991 Tergugat telah menjalin
hubungan dengan wanita lain yang WIL | bahkan sampai menikah namun
rumah tangganya hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah itu
Tergugat kembali dengan Penggugat, terakhir pada tahun 2008 Tergugat
menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL Il dan hidup bersama
sampai sekarang;

a. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus
2008 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;

a. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan
Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak
berhasil, begitu pula Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan
diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai
suami isteri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran, ketiga, perselisihan
dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, keempat, tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan
mempertimbangkan  unsur-unsur  tersebut  satu  persatu  dengan
menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 23 Desember 1988 adalah fakta yang menunjukkan
bahwa unsur pertama telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih
terikat sebagai suami isteri yang sabh;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan pada tahun 1991 Tergugat telah menjalin
hubungan dengan wanita lain yang WIL | bahkan sampai menikah namun
rumah tangganya hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah itu
Tergugat kembali dengan Penggugat, terakhir pada tahun 2008 Tergugat
menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL Il dan hidup bersama
sampai sekarang adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah
terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di
atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
karena pada tahun 1991 Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain
yang WIL | bahkan sampai menikah namun rumah tangganya hanya bertahan
dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah itu Tergugat kembali dengan Penggugat,
terakhir pada tahun 2008 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang
bernama WIL Il dan hidup bersama sampai sekarang, perselisihan tersebut
semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah rumah sejak bulan Agustus 2008 yang lalu, yang pergi meninggalkan
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tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah
berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat
namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada
perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim
bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan
bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka
Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit
untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian
hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim
berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan
Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan
Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih
sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan
landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,
mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah
mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah
tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara
tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka
perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang
terdapat dalam Kitab Risalah Assyigog halaman 22 yang diambil oleh Hakim
sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

aille olill asls sllo lgzo3) azgill art, pas aixsl sl

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh
Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul
Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

9>V plls 969 s pls pralinall PS5 Yo pSI> Al 025 o

al

Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"
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maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1.
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 November
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh
Nurlailatul Farida, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim
Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu
oleh Hasanuddin, S.H.l., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.l.
Panitera Pengganti,

td

Hasanuddin, S.H.l., M.H.
Perincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp70.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses : Rp75.000,00 Panitera
3. Biaya Panggilan : Rp240.000,00

4. Biaya Meterai . Rp10.000,00
JUMLAH : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Idral Darwis, S.H.
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